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ABSTRAK :  - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan 
tentang Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 
Lanjutan Penerusan Pinjaman Tahun Anggaran 2012 dengan Sumber Dana dari 
Sisa Anggaran Penerusan Pinjaman Tahun Anggaran 2011. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      UU 10 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.126, TLN No.5167) sebagaimana telah 
diubah dengan UU 11 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No.81, TLN No.5233), 
Keppres RI 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 207/PMK.05/2008, Permenkeu RI 
28/PMK.05/2010. 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Sisa anggaran dalam DIPA Penerusan Pinjaman Tahun Anggaran 2011 yang 
tidak terserap sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 dapat dilanjutkan 
pada Tahun Anggaran 2012 dan bersifat on top. Setelah Tahun Anggaran 2011 
berakhir, KPA-PP membuat Daftar Rincian Kegiatan dan Realisasi Anggaran 
dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Daftar Rincian 
Kegiatan dan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 
Khusus Jakarta VI paling lambat tanggal 13 Januari 2012 untuk dicocokkan 
dengan data realisasi pada KPPN. Pencairan dana dan pertanggungjawaban 
DIPA-L PP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai tata cara penarikan pinjaman dan/atau 
hibah luar negeri yang diteruspinjamkan kepada Badan Usaha Milik 
Negara/Pemerintah Daerah. 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 19 Desember 
2011. 

  - Lampiran halaman 1-14. 

 


